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ABSTRAK 

 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis 

Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim 

Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK No 1 tahun 2023 tentang MKMK. Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diasumsikan sarat 

akan kontroversi serta menyedot perhatian publik karena berhubungan dengan 

penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden 2024 

mengandung conflict of interest mengingat Ketua MK, Anwar Usman, adalah adik 

ipar Presiden Joko Widodo yang merupakan orang tua (bapak kandung) dari Gibran 

Rakabuming Raka. Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan 

tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan 

untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai 

dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: pertama Apa dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

dalam memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik Berat yang dilakukan Hakim 

Konstitusi?. Kedua Bagaimana pemberian sanksi yang ideal terhadap pelanggaran 

Kode Etik Berat yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis 

Normatif dengan memerlukan banyaknya referensi buku untuk menemukan bahan-

bahan materi yang sesuai  dengan tinjauan yuridis Studi Putusan Majelis Kehormatan 

Mahkamah Konstitusi Terkait Dugaan Pelangaran Kode Etik Hakim Konstitusi 

dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Syarat Batas Minimal Calon 

Presiden/Calon Wakil Presiden. Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan 

bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat melanggar sederet kode 

etik profesi dan perilaku hakim. Prinsip-prinsip yang telah dilanggar antara lain 

prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, 

prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Menurut Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang MKMK yaitu “pemberhentian 

tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, in casu 

Anwar Usman karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi 

terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak 

ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah 

Konstitusi. 

 


